
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1. Mengingat 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Kepala 
Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan 
Keuangan yang telah diperiksa (audited) oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a perlu menetapakan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Tahun Anggaran 
2022; 

a. Menimbang 

BUPATI MUNA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2022 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA 
NOMOR 1 TAHUN 2023 

BUPATI MUNA 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomro 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5698); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/ a tau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 
6856); 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 
6856);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah; 

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2001 ten tang Pengamanan dan Pengalihan Barang 
Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintahan Pusat kepada 
Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4073); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 
2005 tentang Dana Perimbangan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6846); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6279); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 47); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil 
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
657) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 
Walikota (Berinta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 902); 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2017 ten tang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2022 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 496); 

35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
17 /PMK.07 /2021 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 149) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomro 
118/PMK/ .07 /2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /PMK.07 /2021 
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan 
Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 691); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 
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Pasal 1 
( 1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

berupa Laporan Keuangan rnernuat: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Neraca; 
d. Laporan Perubahan Ekuitas; 
e. Laporan Operasional; 
f. Laporan Arus Kas; dan 
g. Catatan atas Laporan Keuangan 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN MUNATAHUN ANGGARAN 2022. 

PERATURAN PERTANGGUNGJAWABAN TENT ANG DAE RAH Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI MUNA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA 

dan 

Dengan Persetujuan Bersarna 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 58 Tahun 2021 tentang 
Peraturan tentang Kode, Data Wilayah Adrninistrasi 
Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nornor 1391); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nornor 3 Tahun 2012 
tentang Pernbentukan Organisasi Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah 
Kabupaten Muna Tahun 2012 Nornor 3, Tarnbahan Lernbaran 
Daerah Kabupaten Muna Nomor 3); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nornor 6 Tahun 2016 
tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Muna (Lernbaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 
2016 Nornor 6) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Muna Nornor 2 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nornor 6 
Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Muna (Lernbaran Daerah Kabupaten Muna 
Tahun 2021 Nornor 2, Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten 
Muna Nornor 2); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nornor 6 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Lernbaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 
2022 Nornor 6, Tarnbahan Lernbaran Daerah Nornor 6); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nornor 9 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna 
(Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nornor 9, 
Tarnbahan Lembaran Daerah Nornor 9); 
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( 1.964.556.720,04) Rp. Selisih Kurang 

276.799.539.118,96 Rp. 2 Realisasi 

Selisih Kurang Rp. 101.983.755.718,00 
d Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah 

Rp(l.964.556.720,04) dengan rincian sebagai berikut: 
1 Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp. 278.764.095.839,00 

setelah Peru bahan 

(150.887.024.565,00) Rp. 2 Realisasi Defisit Tahun Berjalan 

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah 
RplOl.983.755.718,00 dengan rincian sebagai berikut: 
1 Defisit setelah perubahan Rp. (252.870.780.283,00) 

( 153.419.060.594,00) Rp. Selisih Kurang 

1.361.740.982.689,00 Rp. 2 Realisasi 

b Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(153.419.060.594,00) 
dengan rincian sebagai berikut: 
1 Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 1.515.160.043.283,00 

(51.435.304.876) Rp. Selisih Kurang 

l .210.853.958.124,00 Rp. 

l .262.289.263.000,00 setelah Rp. 

Pendapatan sejumlah Rp.(51.435.304.876) Selisih anggaran dengan realisasi 
dengan rincian sebagai berikut: 
1 Anggaran Pendapatan 

perubahan 
2 Realisasi 

a 

Pasal3 
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai 
berikut: 

263.852.882.638,96 
112.965.858.073,96 

( 150.887 .024.565,00) 

a. Pendapatan Rp. 1.210.853.958.124,00 
b. Belanja Rp. 1.361. 740.982.689,00 

Surplus / Defisit Rp. 
c. Pembiayaan: 

- Penerimaan Rp. 276.799.539.118,96 
- Pengeluaran Rp. 12.946.656.480,00 
Pembiayaan Neto Rp. 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 

Pasal 2 
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a 
sebagai berikut: 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 
Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah. 
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Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g 
Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos 
LaporanKeuangan. 

a Saldo Kas per 1 Januari 2022 Rp. 105.239.207.195,96 
b Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp. 237.845.049.299,00 
c Arus Kas dari Aktivitas Investasi aset non Rp. (388. 732 .073.864,00) 

Keuangan 
d Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Rp. 159.868.666.800,00 
e Arus Kas dari Aktivitas Transistor Rp. 33.997.529,00 
g Saldo Kas di BUD 31 Desember 2022 Rp. 105.239.207.195,96 
h Saldo Akhir Kas di BUD Rp. 103.327.951.767,96 
i Saldo Akhir Kas di FKTP Rp. 533.220.977 ,00 
J Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 85.944,00 
k Saldo Kas di BLUD Rp. 9.923.491.939,00 
1 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 31.507.039,00 
m Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS Rp. 302.800,00 
n Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 105.394.631,96 
0 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022 Rp 113.921.955.098,92 

Pasal6 

Pasal 5 
Berdasarkan perhitungan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (2), Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2022 yang dituangkan 
dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp.113.921.955.098,92 dengan rincian sebagai 
berikut: 

2.891.680.741.290, 10 
254.308.904.049,44 

2.637.371.837.240,66 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 
Tahun 2022 sebagai berikut: 

a. J umlah Aktiva 
b. Jumlah Kewajiban 
c. Jumlah Ekuitas Dana 

Pasal4 

10.982.102.355,96 Rp. Selisih Kurang 

263.852.882.638,96 Rp. 2 Realisasi 

252.870. 780.283,00 

neto sejumlah f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan 
Rp.10.982.102.355,96 dengan rincian sebagai berikut: 

1 Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp. 
Neto setelah Peru bahan 

( 12.946.659.076,00) Rp. Selisih Kurang 

12.946.656.480,00 Rp. 2 Realisasi 

e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah 
Rp.(12.946.659.076,00) dengan rincian sebagai berikut: 

1 Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp. 25.893.315.556,00 
setelah Peru bahan 
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Pasal 8 
Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri 
dari: 
a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini; 
b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

Neraca 
Laporan Arus Kas 
Catatan atas Laporan Keuangan 
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah 
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan 
Dana Bergulir 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah 
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap 
Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan 
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya 
Daftar Dana Cadangan Daerah 
Daftar Kewajiban Jangka Pendek 
Daftar Kewajiban Jangka Panjang 
Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan 
Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam 
Tah un Anggaran Beriku tnya 
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah / Perusahaan Daerah 

t Lampiran XXX 

b. Lampiran II 
c. Lampiran III 
d. Lampiran IV 
e Lampiran V 
f Lampiran VI 
g Lampiran VII 
h Lampiran VIII 
1 Lampiran IX 
J Lampiran X 

k Lampiran XI 
1 Lampiran XII 

m Lampiran XIII 
n Lampiran XIV 
0 Lampiran XV 
p Lampiran XVI 
q Lampiran XVII 
r Lampiran XVIII 
s Lampiran XIX 

Lampiran I.4 

Lampiran I.3 

Lampiran I. 2 

Laporan Realisasi Anggaran 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi 
Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut 
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan 
Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintaha Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan 
Rekaputilasi Realisasi Belanja Menurut Urusan 
Pemerintaha Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
dan Sub Kegiatan. 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 
Laporan Operasional 
Laporan Perubahan Ekuitas 

Lampiran I.1 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah 
ini, terdiri dari: 
a. Lampiran I 

Pasal 7 
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TAHUN MUNA KABUPATEN DAE RAH PENDAPATAN DAN BELANJA 
ANGGARAN 2023 : 1 / 36 /2023. 

SULAWESI 
ANGGARAN 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINS! 
TENGGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 NOMOR 1 

UHAMMAD RUSMAN EMBA 

Ditetapkan di Raha 
pada tanggal 21 pte ber 2023 

SEKRETARIS DAERAH, 

Diundangkan di Raha 
pada tanggal 21 September 2023 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna. 

Pasal 10 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 9 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan 
Peraturan Bupati Muna 
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